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ABSTRAK

Pemilu diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017, namun pada Pemilu 2019 masih ditemukan tindak pidana
Pemilu. Penanganan pelanggaran dilakukan Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian,
dan Kejaksaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran, kendala, dan upaya Sentra Gakkumdu
dalam penegakan hukum pelanggaran Pemilu di Kota Lhokseumawe pada Pemilu 2024. Metode yang
digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, bersifat deskriptif, menggunakan
data primer hasil wawancara) dan sekunder (studi pustaka). Hasil penelitian menunjukkan peran
Gakkumdu meliputi penanganan awal dugaan pelanggaran hingga pembahasan perkara. Namun,
efektivitasnya masih rendah akibat kendala SDM, regulasi, geografis, sarana-prasarana, anggaran,
dan sosial budaya. Disarankan Gakkumdu meningkatkan koordinasi dan kapasitas dalam
penanganan perkara, memperkuat penyidikan, dan memastikan kerja sama antar unsur berjalan
optimal.

Kata Kunci: Sentra Gakkumdu, Penangganan Pelanggaran, Pemilu 2024

Abstract

Elections in Indonesia are regulated by Law No. 7 of 2017, yet electoral crimes persisted in the 2019
election. Enforcement is handled by Gakkumdu, comprising Bawaslu, the Police, and the Prosecutor’s
Office. This study examines the role, challenges, and efforts of Gakkumdu in enforcing electoral law in
Lhokseumawe during the 2024 election. Using an empirical juridical method with a qualitative and
descriptive approach, the research draws on primary data (observations, interviews) and secondary
data (literature review). Findings show Gakkumdu’s role spans from initial handling of alleged
violations to case deliberations. However, effectiveness remains limited due to constraints in human
resources, regulations, geography, infrastructure, budget, and socio-cultural factors. Strengthening
coordination, investigative capacity, and inter-agency cooperation is recommended to improve
enforcement and ensure optimal handling of electoral crime cases.

Keywords: Gakkumdu Center, Handling Violations, 2024 Election
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1. PENDAHULUAN
Pemilihan umum dapat dikatakan lebih kompleks di samping banyaknya

kategori masalah, pelaksanaan penanganan masalah hukum pemilu juga melibatkan
banyak lembaga/ institusi. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum dalam Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 telah mengatur pelanggaran dan
kejahatan tindak pidana pemilu.

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang artinya kekuasaan
atau kedaulatan berada ditangan rakyat. Hal ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (2)
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan rakyat berarti
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Pemilihan umum merupakan sebuah proses politik yang selalu dinamis,
hanya bisa berjalan lancar dan tertib apabila setiap pemilu mengikuti aturan main
yang telah disepakati sebelumnya. Pemilihan umum menjadi implementasi atas
berdirinya tonggak pemerintahan yang elemen-elemen didalamnya dibangun oleh
rakyat.

Skripsi Amaliah Izza Billah berjudul “Peran Sentra Gakkumdu Dalam
Penanganan Tindak Pidana Pemilu Pada Tahapan Kampanye di Bawaslu Kota
Malang” menunjukkan bahwa peran Gakkumdu menurut UU No. 7 Tahun 2017 telah
berjalan cukup baik. Namun, efektivitasnya belum maksimal karena anggota tidak
dibebastugaskan dari instansi asal, sehingga kurang fokus. Hambatan lain adalah
perbedaan persepsi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam menilai
dugaan pelanggaran, yang memicu perbedaan tindak lanjut laporan. Penelitian
penulis berbeda karena cakupannya lebih luas dan spesifik, menyoroti peran dan
kendala Gakkumdu di Kota Lhokseumawe.

[stilah pemilu sering merujuk kepada pemilihan Legislatif dan Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden yang diadakan lima tahun sekali. Di Indonesia yang
menjadi aturan dasar tentang pemilihan umum ialah Undang-undang Dasar Negara
kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 E tentang Pemilihan Umum.

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik ditingkat
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pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta untuk membentuk
pemerintahan yang demokratis.!

Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilu, bahwa pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Keberadaan pengawas Pemilu dalam tinjauan
politik dan hukum administrasi, bersifat penting untuk menghindari delegitimasi
proses dan hasil Pemilu, serta antisipasi perkembangan berbagai tindak
pelanggaran Pemilu, guna memperkuat kepercayaan masyarakat atas berbagai
permasalahan sistem kepemiluan.

Pengawas Pemilu yang kuat memerlukan mekanisme pengawasan efektif
demi terwujudnya Pemilu berkualitas, sesuai amanat Pasal 22E ayat (5) UUD 1945
yang menegaskan kedudukan pengawas bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
Pemilu memiliki beberapa makna penting: sebagai sarana tegaknya demokrasi dan
hukum, media artikulasi politik rakyat, wadah kontrak sosial antara rakyat dan
pemimpin, serta proses yang memerlukan biaya besar. Karena itu, penyelenggaraan
Pemilu yang fair menjadi krusial sebagai sarana utama demokrasi dan perwujudan
kehendak rakyat. 2

Berdasarkan Skripsi Adi Ardiansyah3 dengan judul “Kewenangan Sentra
Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
Kota Mataram Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan Undang-
undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.” Hasil penelitian menunjukkan
bahwa Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu dengan kewenangan

mengawasi Pemilu di seluruh wilayah NKRI. Kewenangan memiliki posisi sentral

1 Muhaimin,Sistem Penyelenggaran Pemilihan Umum legislatif dan Presiden tahun 2019 di
Kecamatan sanggar kabupaten bima tahun 2019, Skirpsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2020, hlm. 1.

2 Edo David Doloksaribu, Tinjauan Yuridis terhadap Pelaku Tindak Pidana turut serta
dengan sengaja menghalangi atau menganggu jalannya kampanye, Skripsi, Fakultas Hukum,
Universitas HKBM Nomensem, Sumatra Utara 2021, hlm 1.

3 Adi Ardiansyah, Kewenangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu)
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Skripsi, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2024.
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dalam hukum tata negara dan administrasi negara. Berdasarkan Pasal 486 UU No. 7
Tahun 2017, Bawaslu membentuk Sentra Gakkumdu untuk menangani dugaan
tindak pidana Pemilu. Sesuai Perbawaslu No. 3 Tahun 2023, Gakkumdu terdiri dari
unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan di berbagai tingkat, berperan secara
terkoordinasi menangani pelanggaran Pemilu. Untuk menjaga kemurnian Pemilu
sebagai pilar demokrasi, undang-undang tidak hanya mengatur pelaksanaannya,
tetapi juga melarang tindakan curang yang merusak prinsip free and fair election,
disertai ancaman sanksi dan denda.*

Pemilihan umum dilaksanakan untuk memberikan peluang partisipasi serta
aspirasi masyarakat untuk menentukan perwakilan dan pemimpin. Namun dalam
pelaksanaan pemilihan umum memiliki potensi yang dapat mengakibatkan
kegagalan pelaksanaan pemilihan umum tersebut.

Seiring berjalannya waktu dan semakin banyaknya pelaku pelanggaran dan
berbagai macam kecurangan dalam Pemilu terutama mengenai pelanggaran
kampanye Pemilu. Karena pada dasarnya pelaksanaan kampanye Pemilu sudah
banyak diatur dalam Undang-undang, salah satunya Undang-undang Nomor 10
Tahun 2008 tentang Pemilu yang sekarang sudah diganti sesuai dengan tuntutan
dan dinamika perkembangan masyarakat menjadi Undang-undang nomor 7 tahun
2017 Tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan Skripsi Ahmad Rizaldy® dengan judul “Efektivitas Penanganan
Tindak Pidana Pemilu Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di
Kabupaten Gowa”. Penelitian menunjukkan efektivitas penegakan hukum pidana
Pemilu dipengaruhi oleh masalah dalam peraturan perundang-undangan,
profesionalisme aparat penegak hukum (Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan, Hakim),

dan budaya hukum masyarakat. Regulasi yang ada belum jelas dan lengkap, baik

4 Made Sumertana, et,al,, Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam
Pelaksanaan Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana Pemilihan Umum, Kertha Wijaya Jurnal
Hukum, Volume 09, Nomor 02, Bali,2021, hlm 28.

5 Ahmad Rizaldy, Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu Dalam Pelaksanaan Pemilu
Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Gowa, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin,
Makassar, 2015.
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materiil maupun formil, sehingga kurang memadai untuk menegakkan hukum
secara efektif. Salah satu kasus di Kota Lhokseumawe adalah penambahan suara, di
mana hasil pembacaan suara calon legislatif tidak sesuai dengan C-Hasil Salinan
DPRK. Pelanggaran seperti ini merupakan tindak pidana Pemilu yang
penanganannya diatur undang-undang dan dilaksanakan Bawaslu bersama
Kepolisian dan Kejaksaan melalui Sentra Gakkumdu.

Berdasarkan Skripsi Ahmad Revaldi Azhari Nst®, dengan Judul “Efektivitas
Fungsi Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Tindak Pidana
Pemilu Di Kota Binjai”, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sentra Gakkumdu,
sebagai wadah bersama Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, merupakan langkah
strategis dalam menekan tindak pidana Pemilu. Namun, efektivitasnya belum
optimal. Hambatan utamanya adalah regulasi yang masih kabur sehingga
menimbulkan penafsiran berbeda, moralitas aparat penegak hukum yang
cenderung tebang pilih, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat terkait
tindak pidana Pemilu

Berdasarkan Skripsi Ewied Febrian Safitri” dengan judul “Analisis Peran
Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) dalam Penanggulangan Tindak
Pidana Pemilihan Kepala Daerah (Studi Pada Provinsi Lampung)”. Hasil penelitian
menunjukkan Sentra Gakkumdu berperan penting dalam penanganan tindak pidana
Pilkada, dibentuk untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan oleh
Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Anggotanya terdiri dari personel kepolisian
dan jaksa. Gakkumdu berwenang mengumpulkan bukti dan keterangan saksi
sebelum laporan dugaan pelanggaran diteruskan ke kepolisian. Hambatan utama
adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran. Dengan

keberadaan Gakkumdu di seluruh tingkatan, diharapkan penegakan hukum tindak

6 Ahmad Revaldi Azhari Nst, “Efektivitas Fungsi Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam
Penanganan Tindak Pidana Pemilu Di Kota Binjai”, Skripsi, Fakultas hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2023.

7 Ewied Febrian Safitri, Analisis Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU)
dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah (Studi Pada Provinsi Lampung),
Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2019
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pidana Pemilu dapat dilakukan cepat, sederhana, berbiaya ringan, serta bebas, jujur,
dan tidak memihak. Keberhasilan Gakkumdu sangat memengaruhi persepsi

masyarakat terhadap eksistensinya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami secara
mendalam perlindungan hukum konsumen, khususnya hak atas uang kembalian
dalam transaksi jual beli. Menurut Bogdan dan Taylor, metode ini menghasilkan
data deskriptif berupa kata atau perilaku yang diamati, dengan fokus holistik pada
individu atau kelompok. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama, terjun
langsung ke lapangan untuk memperoleh data primer melalui observasi,
wawancara, dan dokumentasi.

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yakni penelitian hukum
berbasis data primer dari masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif,
menggambarkan fenomena perlindungan hukum konsumen secara tepat, dengan
sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data meliputi
observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis dilakukan melalui
tahap pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Fokus
penelitian adalah peran Sentra Gakkumdu dalam penanganan pelanggaran Pemilu

2024.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
a. Peran Sentra Gakkumdu dalam Penegakan Hukum terhadap

Pelanggaran Pemilu di Kota Lhokseumawe tahun 2024

Sentra Gakkumdu dibentuk sebagai Penegakan Hukum Pidana Pemilu sesuai
dengan ketentuan Pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Sentra Gakkumdu dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kota
Lhokseumawe, keputusan tersebut ditetapkan setelah berkoordinasi dengan pihak

Kepolisian Resor Kota lhokseumawe dan Kejaksaan Kota Lhokseumawe, struktur
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organisasi Sentra Gakkumdu Kota Lhokseumawe terdiri atas penasihat, pembina,
koordinator dan anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Kota Lhokseumawe.
Berdasarkan hasil wawancara Bersama Bapak Yuli Asbar selaku Ketua

Koordinator Gakkumdu Kota Lhokseumawe, sentra gakkumdu yang berpusat di

Bawaslu Kota Lhokseumawe menjadi wadah dan memfasilitasi penanganan dugaan

pelanggaran pemilu. Bawaslu membentuk lembaga penegakan hukum terpadu

untuk menangani tindak pidana pemilu, yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan

Kejaksaan. Pembentukan lembaga ini didasarkan pada Pasal 486 Undang-undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?, dengan peran sebagai berikut :

1. Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Dalam pemantauan penanganan
pelanggaran pemilu serta menerima setiap laporan terkait dugaan pelanggaran
pemily, tujuan kegiatan adalah memastikan pelanggaran tersebut mengandung
unsur tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang
berlaku, secara adil dan konsisten.

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia Polisi melakukan pengamanan pemilu
karena mereka merupakan pihak yang terlibat dalam agenda politik tersebut.
Keputusan yang bebas, sah, dan adil adalah indikasi bahwa negara telah
berkembang sepenuhnya berdasarkan prinsip suara. kepolisian memiliki peran
yang besar dalam menjaga keamanan dan gangguan selama proses
penyelenggaraan dan penegakan pelanggaraan pemilu.

3. Kejaksaan Republik Indonesia Wewenang kejaksaan sebagai lembaga yang dapat
terlibat jika terjadi tindak pidana pemilu, selain Bawaslu, Panwaslu, dan
kepolisian.

Berdasarkan Hasil Penelitian Sepanjang pelaksanaan pengawasan
penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024, Panwaslih Kota Lhokseumawe telah
meregistrasi 2 (dua) temuan dugaan pelanggaran Pemilu yaitu masing-masing pada

Tahapan Kampanye dan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara.

8 Yuli Asbar, Ketua Koordinasi Sentra Gakkumdu Kota Lhokseumawe, Wawancara, 2
Desember 2024.
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Temuan tersebut diduga melanggar ketentuan tindak pidana Pemilu Pasal
523 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan yaitu “Setiap
pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja
menjanjikan atau memberikan uang atau materi 11 lainnya sebagai imbalan kepada
peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat
juta rupiah)”.

Berdasarkan Hasil Wawancara Bersama Bapak Yuli Asbar, selaku
Komisioner Bawaslu Kota Lhoksemumawe, mengatakan bahwa penyelesaian
dugaan pelanggaran tersebut akan melibatkan ketiga anggota sentra gakkumdu
yang akan berperan dalam hal sebagai berikut :

1. Laporan/temuan

Tata kerja Sentra Gakkumdu dimulai dari temuan pengawas Pemilu atau
laporan masyarakat. Setelah laporan diterima, pengawas mengisi formulir resmi,
memberi nomor laporan, dan menyerahkan Surat Tanda Penerimaan Laporan
kepada pelapor. Pengawas, bersama anggota Gakkumdu, kemudian melakukan
klarifikasi kepada pelapor dan saksi. Laporan atau temuan pelanggaran harus
disampaikan paling lambat tujuh hari sejak diketahui, dituangkan dalam formulir
Bawaslu, dan secara materi memuat setidaknya lima unsur utama.:

1. Nama dan identitas pelapor/ pengawas

2. Peristiwa yang dilaporkan;

3. Saksi-saksi;

4. Bukti-bukti;

5. Uraian singkat kejadian.

Setelah laporan/temuan dinyatakan telah lengkap, maka petugas
memberikan tanda bukti laporan dalam formulir model A.3. Bawaslu dan pengawas
Pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti

Temuanatau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan, paling lama 3 (tiga) hari
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setelah Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran diterima dan diregistrasi. Dalam
hal diperlukan, Bawaslu atau pengawas Pemilihan dapat meminta keterangan
tambahan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.

Tahapan selanjutnya adalah petugas pengawas Pemilu/penindakan
melakukan undangan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait atas laporan tersebut
yang kemudian dituangkan dalam fomiulir Model A.4. Sepanjang dalam waktu [ x 24
jam,pengawas Pemilu, penyidik kepolisian dan jaksa sentra gakkumdu melakukan
diskusi awal. Diskusi awal ini untuk menentukan untuk menemukan kejadian
peristiwa pidana Pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta
selanjutnya menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap kejadian yang
dilaporkan/ditemukan untuk ditindaklanjuti dalamproses tinjauan pelanggaran
Pemilihan oleh Supervisor Pemilu dan,Penyelidikan oleh Penyidik Tindak Pidana
Pemilihan.

2. Kajian

Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran yang telah memenuhi
persyaratan formal dan materiil, petugas penerima Laporan melakukan
penyusunan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran. Berkas Temuan atau Laporan
Dugaan Pelanggaran diserahkan kepada bagian/petugas yang menangani/mengkaji
dugaan pelanggaran. Kajian dugaan pelanggaran menggunakan sistematis kajian
sebagai berikut:

a. Kasus posisi;
b. Informasi;

c. Evaluasi;

d. Simpulan; dan
e. Rekomendasi;

Pembahasan pertama oleh Gakkumdu bertujuan mengidentifikasi tindak
pidana Pemilu, mengumpulkan bukti, dan menentukan pasal yang disangkakan.
Kajian oleh Bawaslu bersama penyidik dan jaksa dilakukan maksimal tujuh hari

sejak laporan diterima, dengan tambahan klarifikasi paling lama 14 hari. Hasil
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kajian dituangkan dalam dokumen resmi, sedangkan hasil penyelidikan penyidik
menjadi laporan penyelidikan.

Pembahasan dipimpin Ketua Koordinator Gakkumdu di semua tingkatan.
Pengawas Pemilu dapat memanggil pelapor, terlapor, saksi, atau ahli untuk
memberikan keterangan di bawah sumpah, didampingi penyidik dan jaksa. Hasil
kajian pelanggaran dituangkan dalam dokumen resmi.

Jaksa mendampingi dan memantau kajian. Pembahasan kedua dilakukan
maksimal lima hari sejak laporan diterima untuk menentukan apakah memenuhi
unsur tindak pidana Pemilu. Jika memenuhi unsur, laporan dilanjutkan ke
penyidikan; jika tidak, dihentikan dan pelapor diberi surat alasan penghentian.

Hasil pembahasan kedua menjadi dasar rapat pleno Bawaslu untuk
memutuskan kelanjutan perkara. Jika diteruskan, laporan diserahkan ke penyidik
dengan Surat Perintah Tugas dari Ketua Bawaslu sesuai tingkatannya. Penyidikan
dimulai dengan Surat Perintah Penyidikan (SPDP) dan mandat penyidikan,
berlangsung maksimal 14 hari. Jika berkas tidak lengkap, kejaksaan
mengembalikannya dalam tiga hari, lalu penyidik memperbaiki dalam tiga hari.
Setelah lengkap, tersangka dan barang bukti diserahkan ke kejaksaan. Jaksa
menyiapkan dakwaan dan tuntutan, melaporkannya ke unsur Gakkumdu, dan wajib
melimpahkan perkara ke pengadilan maksimal lima hari setelah berkas diterima.
Salinan dakwaan diberikan kepada koordinator Gakkumdu, kepolisian, dan

pengawas Pemilu

4. Putusan

Setelah putusan pengadilan dibacakan, penuntut melaporkan nomor perkara
ke Pusat Penyuluhan Gakkumdu Kejaksaan Agung. Gakkumdu menggelar
musyawarah maksimal 1x24 jam untuk menentukan langkah selanjutnya. Jika
banding diajukan, memori banding disampaikan paling lambat tiga hari setelah
putusan. Jaksa Gakkumdu melaksanakan putusan berkekuatan hukum tetap dalam

tiga hari, dibantu penyidik dan pengawas Pemilu.
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Untuk memperkuat kelembagaan dan pencegahan pelanggaran, Gakkumdu
Lhokseumawe rutin melakukan supervisi, koordinasi, dan sosialisasi, serta
menjalankan program kerja mendukung penanganan pelanggaran Pemilu 2024.
Selama pengawasan Pemilu 2024, terdapat dua dugaan pelanggaran pidana yang
dihentikan karena kurang bukti, sehingga tidak dilanjutkan ke penyidikan maupun
penuntutan.

Menurut Kasat Reskrim Lhokseumawe, kepolisian dalam Gakkumdu
berperan penting pada tahap penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana
Pemilu. Berikut adalah penjelasan peran Kepolisian dalam Sentra Gakkumdu:

1. Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pemilu

Kepolisian bertugas untuk melakukan penyelidikan awal terhadap laporan
atau temuan pelanggaran Pemilu yang berindikasi tindak pidana.Setelah dilakukan
analisis bersama dengan anggota Gakkumdu lainnya, jika ditemukan bukti awal
yang cukup, Kepolisian melanjutkan proses penyidikan untuk memastikan adanya
unsur pidana.

2. Koordinasi dengan Bawaslu dan Kejaksaan

Dalam Sentra Gakkumdu, Kepolisian bekerja secara terpadu dengan Bawaslu
(sebagai pihak pengawas Pemilu yang menerima laporan awal) dan Kejaksaan
(sebagai pihak yang akan menangani penuntutan). Proses koordinasi ini bertujuan
untuk menyamakan persepsi dan menghindari perbedaan pandangan dalam
penanganan perkara.

3. Pengumpulan Barang Bukti dan Keterangan

Kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pengumpulan
barang bukti, meminta keterangan saksi, dan melaksanakan langkah hukum lain
yang diperlukan untuk memperkuat proses hukum.

4. Pengamanan Proses Penegakan Hukum

Selain melakukan penyelidikan dan penyidikan, Kepolisian juga bertugas

menjaga keamanan dan ketertiban selama proses penanganan pelanggaran Pemilu

berlangsung.Hal ini mencakup pengamanan terhadap pelapor, saksi, dan pihak-
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pihak yang terkait, serta memastikan proses berjalan tanpa adanya tekanan atau
gangguan.
5. Menegakkan Hukum secara Netral

Sebagai bagian dari Sentra Gakkumdu, Kepolisian harus bersikap netral dan
tidak memihak salah satu pihak dalam kontestasi Pemilu. Tugas penegakan hukum
dilakukan berdasarkan bukti dan fakta yang ada, tanpa pengaruh politik atau
intervensi dari pihak lain.

6. Penyelesaian Cepat dan Terbatas oleh Waktu

Penanganan tindak pidana Pemilu memiliki batas waktu yang ketat sesuai
dengan UU Pemilu (Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017). Kepolisian wajib
menyelesaikan proses penyidikan dalam waktu yang telah ditentukan agar tidak
melampaui tenggat waktu yang diatur oleh hukum.?

Landasan Hukum Peran Kepolisian dalam Sentra Gakkumdu didasarkan
pada, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Mengatur tentang kewenangan
penegakan hukum Pemilu, Peraturan Bersama Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan
Mengatur mekanisme kerja Sentra Gakkumdu., Peraturan Kapolri Mengatur tata
cara penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Pemilu.

Berdasarkan hasil Wawancara Bersama bapak Rusydi Sastrawan Selaku
Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Kota Lhokseumawe, mengatakan bahwa
Kejaksaan memiliki peran penting sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam
proses penuntutan terhadap dugaan pelanggaran pidana Pemilu. Peran ini diatur
oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta peraturan kerja sama antara
Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Berikut adalah penjelasan mengenai peran
Kejaksaan dalam Gakkumdu:

1. Penuntutan Tindak Pidana Pemilu
Kejaksaan memiliki kewenangan utama untuk Menerima dan mempelajari

berkas perkara tindak pidana Pemilu yang telah diselesaikan oleh Kepolisian di

9 Ibrahim, Kasat Reskrim Kota Lhokseumawe, Wawancara, 3 Desember 2024
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tahap penyidikan, Melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana Pemilu ke
pengadilan setelah memastikan bahwa berkas perkara telah lengkap, Menyusun
surat dakwaan dan menyajikan fakta hukum di pengadilan agar pelaku pelanggaran
Pemilu dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2. Koordinasi dalam Sentra Gakkumdu

Sebagai bagian dari Gakkumdu, Kejaksaan harus Berkoordinasi secara
intensif dengan Bawaslu (sebagai pengawas Pemilu) dan Kepolisian (sebagai
penyelidik/penyidik).Terlibat dalam rapat bersama (case screening) di Sentra
Gakkumdu untuk, Menyepakati apakah suatu laporan atau temuan pelanggaran
memenuhi unsur tindak pidana Pemilu, Memastikan perkara tersebut layak
dilanjutkan ke tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
3. Menjamin Kualitas Berkas Perkara

Melakukan penelitian berkas perkara yang diterima dari Kepolisian,
memastikan kelengkapan formil dan materiilnya, Memberikan petunjuk (P-19)
kepada penyidik Kepolisian apabila terdapat kekurangan dalam berkas perkara
agar segera diperbaiki, Menghindari hambatan proses hukum, terutama dalam
menghadapi batas waktu yang ketat untuk menyelesaikan perkara pidana Pemilu.
4. Menjaga Kepastian Hukum dan Kehadiran Negara

Kejaksaan memastikan pelanggaran Pemilu yang memenuhi unsur tindak
pidana diproses hingga pengadilan. Dengan melakukan penuntutan, Kejaksaan
berperan menjaga keadilan dan kepercayaan publik terhadap integritas Pemilu.
5. Penegakan Hukum yang Cepat dan Akurat

Dalam pelanggaran Pemilu, batas waktu untuk penyelesaian perkara sangat
singkat. Kejaksaan harus memastikan bahwa penuntutan dilakukan dalam waktu
yang ditentukan oleh UU, yaitu, 14 hari kerja untuk penelitian dan pelimpahan
perkara ke pengadilan setelah menerima berkas yang dinyatakan lengkap (P-21).
Kejaksaan bertugas menyelesaikan proses ini tanpa mengurangi kualitas dakwaan
dan memastikan hukum ditegakkan secara tepat.

6. Bersikap Netral dan Profesional
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Kejaksaan dalam Gakkumdu harus bekerja secara profesional, tidak
memihak, dan bebas dari intervensi politik. Dalam menuntut perkara tindak pidana

Pemilu, Kejaksaan harus berlandaskan bukti yang kuat dan asas kepastian hukum.10

b. Kendala-Kendala Sentra Gakkumdu dalam Penanganan Pelanggaran

Pemilu di Kota Lhokseumawe tahun 2024

Penegakan hukum memiliki makna luas dan sempit. Dalam arti luas,
mencakup nilai keadilan yang tertuang dalam aturan formal maupun yang hidup di
masyarakat. Dalam arti sempit, hanya terkait penegakan aturan tertulis. Dengan
demikian, penegakan hukum adalah upaya menerapkan hukum, baik secara formil
maupun materiil.

Dalam konteks tindak pidana Pemilu, penegakan hukum dilakukan oleh
Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan melalui sistem terpadu satu atap (Gakkumdu).
Dari sisi subjek, penegakan hukum dapat melibatkan seluruh subjek hukum atau
terbatas pada pihak tertentu sesuai kewenangan.

Menurut Ketua Koordinator Gakkumdu Lhokseumawe, Yuli Asbar,
pelaksanaan penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu tidak lepas dari
berbagai kendala dan hambatan dari beragam aspek, yaitu:

1. Aspek Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai pada tahun 2022, dari
aspek Sumber Daya Manusia Sentra Gakkumdu Kota Lhokseumawe tidak
mengalami kendala dan hambatan secara signifikan, namun Sentra Gakkumdu dari
unsur Panwaslih Kota Lhokseumawe harus didukung secara bersama-sama oleh
jajaran yang cakap, mampu dan bertanggungjawab dalam melaksanakan seluruh
proses tahapan penanganan pelanggaran.

2. Aspek Regulasi

10 Rusydi Sastrawan, Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Kota Lhokseumawe, Wawancara,

5 Desember 2024.
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Dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan pelanggaran Panwaslih
Kota Lhokseumawe berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Panwaslih Kota Lhokseumawe
selain tetap merujuk pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum, juga berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan
Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022
tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum serta Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan
Hukum Terpadu Pemilihan Umum. Peraturan perundang-undangan tersebut
menjadi pedoman pelaksanaan tugas penanganan pelanggaran.

Selain itu Bawaslu RI secara berkala mengeluarkan peraturan-peraturan
teknis seperti Surat 20 Edaran, Surat Himbauan, Surat Intruksi dan Petunjuk Teknis
sehingga Selama pelaksanaan pengawasa tahapan Pemilu 2024 Panwaslih Kota
Lhokseumawe belum menemukan kendala dan hambatan dalam penanganan
pelanggaran.

3. Aspek Geografis

Kota Lhokseumawe merupakan salah satu kota di Provinsi Aceh yang
melaksanakan Pemilu serentak tahun 2024 dengan Wilayah administrasi terdiri
dari 4 (empat) wilayah kecamatan yaitu kecamatan Blang Mangat, Muara Dua,
Muara Satu, dan Banda Sakti. Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, dengan ketinggian
2-24 meter di atas permukaan laut memiliki luas wilayah 181,06 km? yang dibagi
dalam 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Blang Mangat dengan luas wilayah
56,12 km?, Kecamatan Muara Dua luas wilayah 57,80 km? Kecamatan Muara Satu
luas wilayah 55,90 km? dan Kecamatan Banda Sakti luas wilayah 11,24 km?.

Keempat kecamatan dalam wilayah Kota Lhokseumawe terdiri dari 9
(sembilan) kemukiman dan 68 (enam puluh delapan) desa dengan jumlah
penduduk sebanyak 191.688 ribu jiwa. Dengan kondisi geografis tersebut diatas
Panwaslih Kota Lhokseumawe tetap berupaya maksimal dalam melakukan

pencegahan dugaan pelanggaran Pemilu melalui harmonisasi kerjasama yang saling
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mendukung dan komunikasi-komunikasi yang terarah Bersama jajaran Panwaslu
Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
(PTPS).
4. Sarana Prasarana

Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran pada Pemilu 2024 masih terkandala
dengan tidak adanya ruang khusus penerimaan laporan dugaan pelanggaran,
ruangan penerimaan yang digunakan pada Pemilu tahun 2024 bersamaan dengan
ruang pelayanan informasi dan 21 ruang pojok pengawasan. Tentu hal tersebut
menjadi kendala, mengingat selain melaporkan dugaan pelanggaran Pemiluy,
pelapor juga datang bersama dengan saksi-saksi, dikarenakan ruangan yang tidak
memadai Pelapor sering sekali enggan membawa saksi-saksi langsung ketika
menyampaikan dugaan pelanggaran Pemilu. Selain itu juga tidak tersedianya ruang
khusus untuk melakukan pemeriksaan/klarifikasi saksi-saksi dan terlapor.
5. Anggaran

Program dan anggaran telah direncanakan dan dialokasikan untuk
Panwaslih Kota Lhokseumawe yang tertuang dalam Prosedur Operasional Kegiatan
(POK). Dari aspek anggaran tidak terdapat kendala dan hambatan secara signifikan,
Panwaslih Kota Lhokseumawe telah berupaya maksimal menjalankan seluruh
program dan serapan anggaran dan telah terlaksana dengan baik.
6. Aspek Sosial-Budaya

Dari sisi sosial-budaya, dalam melakukan penanganan pelanggaran
Panwaslih Kota Lhokseumawe tidak mengalami kendala dan hambatan, masyarakat
Kota Lhokseumawe sangat berpartisipasi selama pelaksanaan tahapan Pemilu
2024, hal ini dapat dilihat melalui pengawasan partisipatif yang dilakukan
Panwaslih Kota Lhokseumawe dengan melibatkan kelompok dan forum-forum

lintas warga dalam mengikuti kegiatan pawai demokrasi dan deklarasi Pemilu
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damai untuk mendapatkan informasi terkait partai politik peserta Pemilu dan

informasi mengenai pengawasan partisipatif.11

C. Upaya yang dilakukan sentra gakkumdu dalam penanganan pelanggaran
pemilu di Kota Lhokseumawe tahun 2024

Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Sentra Gakkumdu
diperlukan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah,
lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa Sentra
Gakkumdu dapat beroperasi secara efektif dan independen dalam penegakan tindak
pidana pemilu.

Berdasarkan Hasil Wawancara Bersama Bapak Yuli Asbar Selaku Ketua
Koordinasi Sentra Gakkumdu Kota Lhokseumawe, Selain daripada itu berikut
adalah beberapa solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi kendala
yang dialami oleh Sentra Gakkumdu:

1. Aspek Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)

Mengadakan pelatihan bersama yang melibatkan anggota Sentra Gakkumdu
dari unsur Panwaslih, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk memperkuat pemahaman
hukum dan teknis penanganan pelanggaran pemilu. Melakukan evaluasi berkala
terhadap kinerja individu dan tim serta menyediakan program pengembangan
kemampuan khusus, seperti investigasi digital dan komunikasi hukum. Serta
menyesuaikan jumlah SDM dengan kebutuhan wilayah, terutama di area yang
memiliki potensi pelanggaran tinggi.

2. Aspek Regulasi

Melibatkan semua jajaran dalam pembahasan dan simulasi penerapan
peraturan baru, seperti Perbawaslu dan Surat Edaran terkait Pemilu 2024.
Menyusun buku panduan praktis untuk membantu anggota Sentra Gakkumdu

memahami prosedur penanganan temuan dan laporan pelanggaran secara efektif.

11 yuli Asbar, Ketua Koordinasi Sentra Gakkumdu Kota Lhokseumawe, Wawancara, 2
Desember 2024.
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Serta mengundang pakar hukum untuk memberikan masukan dan pandangan
terhadap implementasi regulasi dalam konteks lokal.
3. Aspek Geografis

Mengembangkan aplikasi laporan pelanggaran yang dapat diakses oleh
masyarakat di daerah terpencil. Menggunakan alat digital lainnya untuk memantau
area kampanye di wilayah sulit diakses. Serta melibatkan tokoh masyarakat,
organisasi lokal, dan sukarelawan untuk membantu pengawasan di wilayah dengan

akses terbatas.

4. Aspek Sosial-Budaya

Melakukan sosialisasi rutin melalui media lokal, forum warga, dan kegiatan
sosial untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya partisipasi dalam
mengawasi pelanggaran pemilu. Mengoptimalkan peran kelompok masyarakat,
seperti organisasi pemuda, dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran dan
melaporkannya. Serta memperluas kegiatan deklarasi pemilu damai hingga ke
tingkat desa, melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk membangun komitmen
kolektif terhadap integritas pemilu.l?Kendala yang dihadapi dalam beberapa aspek
dapat diatasi secara optimal. Hal ini tidak hanya memperkuat upaya penanganan
pelanggaran tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan

pemilu yang bersih, jujur, dan adil di Kota Lhokseumawe.

4. KESIMPULAN

Sentra Gakkumdu adalah pusat penegakan hukum tindak pidana Pemilu
yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan di semua tingkatan. Bawaslu
berperan sejak tahap awal hingga pembahasan dugaan pelanggaran. Di
Lhokseumawe, kinerjanya belum efektif karena aturan belum mendukung

penyelenggaraan Pemilu yang sepenuhnya demokratis. Kendala utama meliputi

12 yuli Asbar, Ketua Koordinasi Sentra Gakkumdu Kota Lhokseumawe, Wawancara, 2
Desember 2024.
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SDM, regulasi, geografis, sarana-prasarana, anggaran, dan sosial budaya. Mengatasi
kendala ini akan memperkuat penanganan pelanggaran dan mendorong partisipasi

masyarakat demi Pemilu bersih, jujur, dan adil.
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